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Editorial
Indonesia secara etimologis berarti Pulau-pulau Hindia atau Kepu-
lauan Hindia (Yunani nesos artinya pulau-pulau). Istilah ini digunakan pertama 
kali oleh James Richardson Logan seorang berkewarganegaraan Inggris yang 
merupakan pendiri dan sekaligus editor  The Journal of the Indian Archipelago 
and Eastern Asia.  Logan tidak pernah tahu bahwa nama yang diberikannya 
untuk menunjukkan wilayah kepulauan yang pernah menjadi jajahan Belanda 
dan Ing gris itu kelak dikemudian hari akan menjadi nama dari suatu bangsa 
merdeka  yang bernama bangsa Indonesia. Logan yang juga adalah seorang ahli 
hukum tidak pernah menyaksikan lahirnya sebuah bangsa yang menggunakan 
nama Indonesia karena ia meninggal pada 20 Oktober 1869 di Penang disebab-
kan oleh  malaria, jauh sebelum Indonesia merdeka.
Indonesia merdeka yang meliputi wilayah nusantara saat ini mungkin 
tidak pernah dibayangkan oleh James Richardson Logan, tetapi cita-cita un-
tuk merdeka sudah lama dimiliki oleh penduduk nusantara yang bosan de ngan 
penjajahan dan kemiskinan. Kemerdekaan  Indonesia pada tahun ini sudah 
genap 68 tahun, bukan waktu yang cukup panjang memang jika dibandingkan 
dengan sejarah kebangsaan negara-negara di Eropa. Namun jika dibandingkan 
dengan negara-negara terjajah lainnya di kawasan Asia Tenggara, waktu 68 ta-
hun adalah waktu yang cukup bagi sebuah negara merdeka untuk membangun 
dirinya menjadi negara yang memiliki harkat dan martabat sebagai realisasi dari 
cita-cita untuk merdeka dan menjadi sejahtera yang merupakan kerinduan dari 
sebuah bangsa yang pernah dijajah.
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Pertanyaan pentingnya, apakah kemerdekaan dan kebebasan dari ke-
miskinan sebagai cita-cita penduduk terjajah sudah dimiliki oleh Indonesia 
sebagai bangsa setelah 68 tahun merdeka? Tidak dapat dipungkiri bahwa ke-
majuan kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik diban-
dingkan dengan 68 tahun yang lalu tetapi tidak dapat diingkari pula kenyataan 
bahwa dari jumlah penduduk yang saat ini tercatat 259.940.85 (data BPS per 
31 Desember 2010) sebanyak 28,07 juta penduduknya masih tercatat hidup di 
bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin itu menyebar di seluruh pu-
lau meliputi  15,3 juta orang di Jawa, 6,1 juta orang di Sumatera, 2,02 juta orang 
di Sulawesi, 1,98 juta di Bali dan Nusa Tenggara, 1,64 juta orang di Maluku dan 
Papua dan 925,6 ribu orang di Kalimantan.   
Di satu sisi masyarakat masih bergelut dengan persoalan makanan pada 
sisi yang lainnya para pengambil keputusan yang sesungguhnya tahu bahwa 
kemiskinan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan tidak menjadikan 
masalah kemiskinan sebagai prioritas yang harus segera diselesaikan. Alih-alih 
peduli dengan persoalan kemiskinan masyarakatnya para pemimpin dan pengua-
sa menggunakan berbagai kesempatan dan peluang yang mereka miliki untuk 
menumpuk kekayaan bagi dirinya demi menjamin kelanggengan kekuasaannya.
Persoalan kemiskinan bukan satu-satunya masalah bangsa Indonesia 
setelah 68 tahun merdeka, persoalan lain yang kian lama memprihatinkan dan 
menggerogoti kehidupan bangsa ini adalah persoalan pemimpin bangsa yang 
tidak memiliki visi dan misi kebangsaan. Visi kebangsaan bukan prioritas uta-
ma para pemimpin bangsa dihari-hari belakangan ini. Keanekaan komponen 
bangsa dan kelompok-kelompok yang memang sangat berpotensi menimbul-
kan konflik sengaja dipelihara bukan demi alasan kebudayaan semata namun 
lebih karena kepentingan dan bargaining  politik dan kekuasaan.
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Rajutan keindonesiaan yang diawali dengan cita-cita dan semangat 
merdeka rasanya berhenti dimaknai dan dijiwai oleh para penerus republik ini. 
Kemerdekaan berhenti dimaknai sekedar sebagai kemerdekaan politik belaka. 
Menjadi pemimpin politik dikancah Asean, Asia dan dunia dianggap sebagai 
prestasi yang patut dikejar demi gengsi sebagai bangsa padahal kehidupan poli-
tik internal sendiri karut marut. Kebanggaan sebagai tokoh pemimpin  politik 
di luar negeri dinilai sebagai prestasi luar biasa padahal rakyat masih mengais-
ngais tempat sampah dan menadahkan tangan hanya untuk mendapatkan 
makan sehari. Berbagai sumber kekayaan alam dieksploitasi oleh asing dan pe-
merintah kita berdalih menghormati hukum dan kontrak yang telah disepakati 
meskipun tahu bahwa kontrak-kontrak itu memiskinkan dan menyengsarakan 
rakyat yang harusnya menikmati kekayaan alam yang dimilikinya.  Apalah arti-
nya kemerdekaan jika kemiskinan, pembodohan dan penjajahan adalah realitas 
sehari-hari kehidupan masyarakat  yang katanya merdeka? Padahal kemerde-
kaan Indonesia merupakan akumulasi cita-cita kesejahteraan bersama seperti 
yang digagas oleh Tan Malaka,  Moh. Hatta, Syarir, Soekarno, dan RA. Kartini, 
dan para pendiri republic lainnya.
Jurnal Respons Volume  17 No. 2 tahun 2012 lahir dari keprihatinan 
tersebut. Mempelajari pemikiran para bapak dan ibu bangsa secara cermat 
melahirkan kesadaran bahwa bangsa ini membutuhkan kembali orang-orang 
(baca pemimpin-pemimpin) yang memiliki visi kebangsaan dan kemanusiaan. 
Aktivitas politik seorang Tan Malaka bersandar pada refleksi kritis mengenai 
kebebasan sebagai sebuah proses dialektis  dari kesatuan yang tidak disadari 
(unconscious unity) pada level dunia kehidupan sehari-hari, menjadi kesadaran 
mengenai keterpisahan (conscous separation) karena berbagai alasan dalam 
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hubungan antara berbagai kelompok kaum terjajah dengan si penjajah, dan 
memuncak dalam sebuah sintesa yang melahirkan kesadaran kesatuan (con-
scious unity) dalam pernyataan kemerdekaan sebagai sebuah negara persatuan. 
Donny Gahral Adian mengupas basis filsafat dialektika Tan Malaka sebagai 
strategi politik cerdas untuk  mewujudkan perubahan fundamental dalam 
struktur kemasyarakatan dari kenyataan kesatuan yang tidak disadari menjadi 
kesadaran tentang keterpecahan dalam masyarakat untuk sampai pada kesa-
daran mengenai kesatuan yang harus diwujudkan melalui perjuangan kemerde-
kaan. Buku Madilog yang disusun Tan Malaka sebagai refleksi filosofis sekaligus 
merupakan pedoman gerakan yang berproses untuk merealisasikan kesadaran 
kesatuan dalam sebuah negara merdeka. Madilog disusun menurut logika kon-
frontasi dan bukan logika identitas antara kawan dan lawan maka solidaritas 
menjadi penting untuk mengikat kesatuan gerakan antar kawan dalam kon-
frontasi melawan kekuatan kolonial Belanda.
Untuk merealisasikan kemerdekaan sebagai tujuan perjuangan politik, 
Mohammad Hatta menekankan dua hal yang harus dipersiapkan melalui pen-
didikan yakni, kesadaran demokrasi dan kepekaan sosial. Kesadaran demokrasi 
akan memperkuat kedaulatan rakyat dan kepekaan sosial akan memperkuat in-
tegrasi sosial dalam kehidupan baru berbangsa dan bernegara. 1 Arif Susanto da-
lam tulisannya menempatkan Hatta sebagai salah satu kontributor utama yang 
memberi inspirasi pada perumusan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Susanto 
menyadari bahwa akan menjadi agak serampangan jika orang berpandangan 
bahwa cita-cita tersebut bersifat tunggal mengingat bahwa ada begitu banyak 
pahlawan yang memberi sumbangan terhadap bangunan cita-cita negara itu. 
Semua pendekar kemerdekaan mengambil bagian dalam wacana  mengenai In-
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donesia merdeka sebagai suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, per-
damaian abadi, dan keadilan sosial. 
Pemikiran Hatta sejalan dengan pemikiran Sjahrir bahwa merdeka tidak 
hanya diartikan secara negatif sebagai tidak terjajah, melainkan juga secara 
positif sebagai aktif melakukan tindakan-tindakan sebagai manusia merdeka. 
Benyamin Molan secara lugas memperlihatkan pemikiran Sjahrir sejalan den-
gan Hatta bahwa di sebuah negeri yang merdeka, pemimpin dan  rakyatnya 
harus sama-sama merdeka. Pemimpin yang merdeka tidak dirasuk nafsu kekua-
saan karena pemimpin yang demikian sebenarnya masih terbelenggu dan tidak 
pantas untuk memimpin dan memerdekakan rakyat. Kesadaran politik dan 
kepekaaan sosial memerdekakan pemimpin dan rakyat dari hubungan otori-
tarian menjadi hubungan yang demokratis sehingga kemerdekaan menjamin 
kesamaan derajat bagi tiap-tiap orang untuk menjadi pribadi yang bebas dan 
warga masyarakat yang bertanggung jawab.
Agnes Sri Poerbasari menyajikan pemikiran Soekarno tentang nasio-
nalisme, marhaenisme, Pancasila, dan doktrin Trisakti sebagai sebuah sintesa 
kreatif atas perjuangan para pendiri bangsa mencari jatidiri bangsanya.  Melalui 
nasionalisme, Soekarno berbicara tentang  persatuan semua golongan budaya, 
politik, dan agama. Tentang marhaenisme, Soekarno berbicara mengenai ma-
nusia sebagai jati diri atau pribadi yang memiliki nilai yang luhur dan pantas 
dihormati. Dalam pemikirannya mengenai Pancasila, gotong royong disebut 
sebagai jati diri bangsa yang sadar akan kebebasannya  sebagai pribadi dan 
warga masyarakat. Hubungan antarpribadi sebagai warga masyarakat didasari 
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oleh nilai-nilai budaya adiluhung yang diwarisi oleh semua orang dalam semua 
lapisan masyarakat mengenai pengakuan akan nilai-nilai religious, kemanu-
siaan, persatuan, musyawarah, dan tenggang rasa. Pancasila merupakan puncak 
sekaligus dasar hukum bagi sebuah hukum dasar yang menjamin kemerdekaan 
mencapai tujuannya, masyarakat adil dan makmur.
Dalam Pancasila nilai-nilai kesamaan dan kesetaraan dijunjung tinggi 
maka pena Kartini yang digunakan untuk memperjuangkan emansipasi dapat 
menghasilkan persamaan kedudukan dan derajat sosial dalam perumusan Hu-
kum Dasar menurut nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Pradewi Ie-
darwati mengakui pemberontakan Kartini memang tidak dilakukannya secara 
fisik namun jalan pemikirannya mengenai pengentasan keterbelakangan dan 
kebodohan membuahkan hasil. Melalui perjuangan emansipasi pendidikan, 
Kartini  menggugah perasaan merdeka yang diyakininya sebagai nilai hakiki 
bagi perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. 
Melalui pemikiran mereka, Tan Malaka, Mohmmad Hatta, Soekarno, 
Sjahrir, dan R.A. Kartini visi sosial mengenai kemerdekaan sebagai Dasar Hu-
kum mengalami proses pemantapannya menjadi sebuah sebuah sistem Hukum 
Dasar bagi Indonesia merdeka. Dasar Hukum tersebut tersurat dalam Pembu-
kaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
berisi pokok-pokok pikiran mengenai (1) negara persatuan, (2) keadilan sosial, 
(3) kedaulatan rakyat, dan (4) ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang 
adil dan beradab dank arena itu menjiwai Batang Tubuh UUD sebagai Konsti-
tusi atau Hukum Dasar. Hal senada terlihat pada Pembukaan UUD Amerika 
Serikat yang kendati hanya terdiri dari satu kalimat secara padat mengandung 
pernyataan kemerdekaan (declaration of independence) sebagai alasan dan tu-
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juan dari sebuah negara sebagai sistem hukum yaitu: (1) to form a more perfect 
union, (2) establish justice, (3) insure domestic tranquillity, (4) provide for the 
common deffence, (5) promote the general welfare, dan (6) secure the blessings of 
liberty to ourselves and our prosperity. Kemerdekaan merupakan Dasar Hukum 
karena sesuai dengan hakikat manusia sebagai pribadi atau persona yang secara 
etimologis berarti  “pada dirinya sendiri satu”  atau per se una. Legitimasi Hu-
kum Dasar sebagai norma sosial dibenarkan sejauh UUD merefleksikan kebe-
basan pribadi dan tanggung jawab sosial sebagai nilai fundamental martabat 
manusia (FRK).*
